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RESPONSIBLE OF BROADCASTING ENTREPRENEUR
ON BROADCAST PRODUSCT FOR CONSUMERS
CONSIBERED FROM ORDONANCE
NUMBER 32 YEAR 2002 ABOUT BROADCASTING
(RESEARCH IN MEDAN CITY)

By
AMRAN B.

Development of information technology and changing government
policy that admited freedom of information opened very wide effort opportunity
for development broadcast effort sector, especially in sub sector of broadcast via
print and electronic medium. Institutions of television and radio broadcast
achieve a growing that in quality enough significant. So in inovations in
broadcast product follow to develop. But this situation has potencies to appear
negative implication for environment of social, politic, economic, law, and
culture. Especially if this development is not be followed by awareness to right
and responsih'e of sides who followed in broadcasting field. Therefore it’s be
important to researched about responsible of broadcasting entrepreneur,
awareness and comprehension of consumer and wisdom of institution of relation
by broadcasting action.

This thesis research used method of empiris law research to reply
problems that formulated in research. By this method research try to look more
deep empiris fact about responsible of broadcasting entrepreneur, awareness and
comprehension of consumers and wisdom of related institutions. Henceforth it’s
trained to inch a generalization in facts of empiris that getten. Generalization
based on empiris date that getten from eight broadcasting institutions, 4 (four)
independent institutions, and 100 (one hundred) responden from consumer part
in Medan City.

Date analysis results a mount discoveries. First, enterepreneur in Medan
City totality have awareness their responsible. It’s based on indicator mount
among them. There are broadcast that countened heavy mistake and here are not
demanded by society to the broadcasting institutions. But this awareness is not
based on comprehension about broadcast law regulations. Facted 62,5% from
broadcasting enterepreneur and announcer it who made respondens are not
understanding regulation of broadcasting. By some reasons namely the
broadcasting is considered as a only a continuity action. Most broadcasting
institution is a closed company, most worker of broadcasting is statis (not
developed). Training always followed by same people and consideration of
announcer is not prestige job and subjoined by education and training together
RRI-TVR], since Information Departemen was liquidated. 100% (one hundred
percent) broadcasting institutions have not expert team with reasons, it’s not
ordered regulation yet, it can be hold by announcering cheap, and it’s caused by
little financial that not enough to form expert team.

v
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Second, consumer comprehension to broadcast product by discovery
result, namely consumers comprehension to it position as consumer very low,
89% (eight nine percent) consumers are not understanding about broadcast
regulations, consumers behaviour to unproper broadcast product, indeferent to
or change with other broadcasting and consumer action to unproper broadcast
product by warning to the broadcast entrepreneur or to charge the broadcasting
entrepreneur or to do demontration to the broadcasting enterepreneur.

Third, institution poiicy that has authority in consumer protection of
broadcast product with propose 4 (four) sub chapter discovery result, namely
socialization and education wise is not enough, advocation wise by consumer
reporting is still less, regulation wise with profit characteristic is still less, and
registration wise is more based on profit reason.

As a conclusion in this research, first, all broadcast institutions in Medan
city have rsponsible to consumers of broadcast generally, but it’s based on law
that applied, it facted in private broadcast institutions have strong will to do
high hard work in broadcasting, while in public broadcast institutions have not
high hard work (maximal) in it yet. Second, level of consumers comprehension
to the bad broadcast product are still low. Third, institutions have authorities in
protection of consumers via four the institution still are not enough.

Finally as a solution it whether the broadcasting institution managers or
broadcasting consumers should understand to applied broadcast regulation.
Beside authorized institutions to do socialization wise and maximal advocation

to broadcast consumers with regulation and registration wise are not only based
on profit.

Key Word : Responsible

Broadcasting Entrepreneur
Consumer
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ABSTRAKSI

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENYJIARAN
ATAS PRODUK SIARAN TERHADAP KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002)

TENTANG PENYIARAN
(Penelitian Di Kota Medas)

Oleh :
AMRAN B.

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebijakan pemerintah
yang mengakui kebebasan informasi membuka peluang usaha yang sangat luas
untuk berkembangnya sektor usaha penyiaran, khususnya sub sektor penyiaran
melalui media cetak dan elektronik. Lembaga-lembaga penyiaran televisi dan
radio mengalami pertumbuhan yang secara kuantitas cukup signifikan. Demikian
pula 1novasi-inovasi dalam produk siaran turt mengalami perkembangan. Namun
meskipun demikian keadaan ini potensial menimbulkan implikasi negatif terhadap
lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Terlebih apabila
perkembangan ini tidak diikuti oleh kesadaran akan hak dan tanggung jawab
pihak-pihak yang terlibat dalam dunia penyiaran. Oleh karena itu perlu diteliti
tentang tanggung jawab pengusaha penyiaran, kesadaran dan pemahaman
konsumen serta kebijakan lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan penyiaran.

Penelitian tesis in1 menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.
Dengan metode ini penelitian mencoba melihat lebih jauh kenyataan empiris
tentang tanggung jawab pengusaha penyiaran, kesadaran dan pemahaman
konsumen dan kebijakan-kebijakan lembaga terkait. Untuk selanjutnya dicoba
membuat sebuah generalisasi atas fakat-fakta empins yang ditemukan.
Generalisasi bertumpu pada data empiris yang diperoleh dan 8 (delapan) lembaga
penyiaran, 4 (empat) lembaga independen dan 100 (seratus) responden dari
kalangan konsumen di kota Medan.

Analisis data menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, pengusaha
penyiaran di kota Medan secara umum menyadari tanggung jawabnya. Hal ini
didasarkan pada sejumlah indikator antara lain, tidak ada siaran yang mengandung
kesalahan fatal, dan tidak ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat terhadap
lembaga-lembaga penyiaran. Namun kesadaran ini tidak didasarkan pada
pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum penyiaran. Terbukti 62,5% dan
pengusaha penyiaran dan para penyiamya yang dijadikan responden tidak
mengetahui Undang-Undang Penyiaran. Karena beberapa alasan, yalani penyiaran
dianggap sebagai kegiatan rutinitas semata, kebanyakan lembaga penyiaran
berupa perseroan tertutup, rata-rata karyawan penyiaran statis (tidak berkembang),
pelatihan selalu diikuti oleh orang-orang yang sama dan anggapan pekerjaan
sebagai penyiar bukan pekerjaan yangmmenjanjikan ditambah dengan dihapusnya
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diklat bersama RRI-TVRI sejak dihapuskannya Departemen Penerangan. 100%
pengusaha penyiaran tidak memiliki tim ahli dengan alasan belum diperintahkan
undang-undang, masth bisa dirangkan oleh kepala penyiaran, dan karena
keuangan yang tidak cukup memadai untuk membentuk tim ahli.

Kedua, pemahaman konsumen terhadap produk penyiaran dengan hasil
temuan yaitu pemahaman konsumen terhadap posisinya sebagai konsumen sangat
rendah, 89 % konsumen tidak memahami peraturan penyiaran, sikap konsumen
terhadap siaran tidak layak siar; tidak mau tahu atau mengalihkan siaran, dan
tindakan konsumen terhadap penyiaran siaran tidak layak siar; dengan pemberian
peringatan bagi pengusaha penyiaran, atau menggugat pengusa penylaran yang
bersangkutan atau melakukan demontrasi pengusaha penyiaran yang
bersangkutan.

Ketiga, Kebijakan lembaga yang berwenang dalam melindungi konsumen
produk siaran mengetengahkan 4 (empat) sub bab hasil temuan yaitu: kebijakan
sosialisasi dan edukasi kurang memadai, kebijjakan advokasi melalui pengaduan
konsumen masih kurang, kebijakan regulast yang bersifat menguntungkan masih
kurang, dan kebijakan registrasi lebth didasarkan pada alasan profit.

Sebagai kesimpulan dalam penelitian 1m, Pertama, seluruh lembaga
penyiaran yang ada di kota Medan bertanggung jawab kepada konsumen
penyiaran secara umum, bukan secara hukum yang berlaku, terbukti pada lembaga
penyiaran swasta mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan kinerja kerja
yang tinggi dalam penyiaran, sedangkan lembaga penyiaran publik belum kinerja
kerja yang tinggi atau maksimal. Kedua, tingkat pemahaman dan kesadaran
konsumen penyiaran terhadap produk siaran tidak layak siar masih sangat rendah.
Ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang melindungi konsumen melalui 4
(empat) kebijakan masth belum memadai.

Akhirnya sebagai solusinya, baik para pengelola lembaga penyiaran
maupun konsumen penylaran seharusnya sama-sama memahani ketentuan
peraturan penyiaran yang berlaku. Disamping lembaga-lembaga yang berwenang
melakukan kebijakan sosialisasi dan advokasi yang maksimal kepada konsumen

penyiaran, serta kebijakan regulast dan registrasi yang tidak berdasarkan profit
saja.

Kata Kunci: Tanggungjawab
Pengusaha Penyiaran
Konsumen
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia usaha penyiaran, baik dalam bentuk
media cetak maupun elektronik, sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan
teknologi informasi dan faktor internal berupa keterbukaan informasi di dalam
negeri. Di Indonesia misalnya, era reformasi telah mendorong secara signifikan
kebebasan menyampaikan informasi. Berbeda dengan keadaan pada masa
sebelumnya (Orde Baru) yang sangat restriktif dalam kebebasan informasi,
sehingga banyak terjadi penyensoran informasi. Sikap politik pemerintah pada
saat itu menyebabkan terhambatnya perkembangan dunia usaha penyiaran.

Dewasa ini perubahan sikap politik pemerintah mengenai kebebasan
informasi telah membuka peluang usaha yang sangat luas untuk berkembangaya
usaha penyiaran baik melalui media cetak maupun media elektronik. Namun
meskipun demikian keadaan ini potensial menimbulkan sejumlah permasalahan
, Jika tidak disertai dengan pengaturan yang tepat.

Suatu contoh sederhana dapat dikemukakan bahwa saat ini globalisasi
informasi telah menurunkan minat baca masyarakat dan terjadinya perubahan
dari budaya tulis ke arah budaya audiovisual. 80 % masyarakat di Indonesia bisa
menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk menonton televisi tetapi tidak

demikian halnya dengan membaca buku.!

! Ruedi Hofinann, Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi, Grasindo, Jakarta, 1999,
hal.1
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Dampak lainnya adalah pada perkembangan generasi muda terutama
remaja yang akan tumbuh dewasa. Padahal perkembangan ialah perubahan-
perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis
dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam
fase waktu tertentu, menuju kedewasaan.” Namun dampak media itﬁ memang
nyata. Anak-anak biasanya menerima apa saja dar tayangan hiburan dan
menafsirkannya sebagai kenyataan hidup.?

Menyampaikan dan menerima informasi merupakan hak setiap individu
dan merupakan bahagian dari hak asasi manusia. Penyampaian informasi
melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, = berbangsa dan  bemegara, dilaksanakan  secara
bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Propaganda dari program-program penyiaran mungkin berbentuk budaya
hidup dan pergaulan bebas, pendangkalan aqidah, budaya instan dan
menghalalkan segala cara, pola hidup santai dan hura-hura, budaya kekerasan,
serta jauh dari kesetiakawanan, jauh dari kepedualian sosial, dan jauh dari
kehidupan agamis, tetapi dekat dengan dunia maksiat, klenik, dan mistik.*

Temyata perkembangan dunia industri penyiaran dewasa ini lebih

banyak membawa dampak kepada ekses negatif dari pada yang positif.

2 Iman Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal.
116

3 William L. Rivers, Media Massa Masyarakat Modern, Prenada Media, Jakarta, 2000,
hal. 290.

4 Zulkarnain Lubis, Pendidikan Rekonstruksi Peradabam, Ciptapustaka Media,
Bandung, 2005, hal. 91
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